S BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR -2.? TAHUN 2018 '

L _ DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kepala Perangkat Daerah wapb melakukan pemlfuan "
© Resiko;. - - o R

" PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH .

Memmbang -a, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal' 13 ayat
Sl (1) Peraturan -Pemerintah Nomor 60 . Tahun: 2008 ..
" tentang Slstem Pengﬂndahan Intern " Pemerintah, - -

i b. bahwa dalam rangka penmgkatan kuahtas penerapan :
. SPIP, dlperlukan pedoman - pemlalan ~resiko yang . .
'_____"'_dapat digunakan untuk menyusun dokumen: pemlalan L

-~ resiko’ sebagai ' pengendalian . atas kegiatan utama pada -

seluruh * Perangkat Daerah d1 hngkungan Pemermt..h

B 'Kabupaten Dompu; 1 e . e e :

" ‘c.” bahwa - berdasarkan ' pertlmbangan sebagalmana o

.’dimaksud - dalam huruf -a.dan; huruf ‘b, perlu
DR e T e T -‘_.--:.menetapkan " Peraturan Bupatl entang Pedoman

. 7.7 - Penilaian Resiko pada Perangkat : -Daerah di

e T Pemenntah Kabupaten Dompu, :

P

Y

.- ‘Mengingat - ;1. éUndang-Undang Nomor 69 'I‘ahun 1958 tentang
e - o7+ Pembentukan: Daerah-daerah' 'I‘mgkat 11 Dalam ‘Wilayah.
RO Daerah—daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan:-
“ " Nusa' Tenggara Timur . (Lembaran ‘Negara . Repubhk
.~ Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 'I‘ambahan Lembaran
... Negara Republik Indonesm Nomor 1655] LT
2. Undang-Undang - Nomor . 17.: Tahun 2003 tentang
.. Keuangan Negara. (Lembaran Negara Repubhk Indonesm
- Tahun 2003" Nomor 47 Tambahan'ﬁLembaran Repubhk
.. Indonesia Nomor 4286); - e : P
... 3. Undang-Undang - Nomor 1'.‘_";;=’I‘ahun” 2004 tentang ;
- Perbendaharaan-.: Negara . (Lembaran Negara - 'Republik .
"* Indonesia Tahun 2004 Nomor; 5, Tambahan Lembaran
... Negara Republik Indonesm Nomor 4355) o =
4 Undang-Undang “Nomor 23 . Tahun 2014 tentang :
‘=,-_’__Pemez1ntahan Daerah (Lembaran . Negara - ‘Republik
S Indone51a “Tahun Nomor - 224 Tambahan

~ .

Llngkungan , L



. 9. Peraturan ‘Daerah Kabupaten Dompu 7 Nomor Q ’I‘ahun R
. 2016 tentang: Organisasi Perangkat Daerah’ (Lembaran -

~ Daerah Kabupaten Dompu Tahun® 2014 'Nomor. 15,
" Kabupaten Dornpu}
SRR Nomor 1415), 5

s Menetaﬁkanh:

. 5 Inspektorat .-

Lernbaran Negara Repubhk Indonesia: Nomor 5597). SRR
~*.sebagaimana ;telah diubah --beberapa - ‘kali, terakhir
. dengan: Undang—Undang Nomor 9:Tahun-2015 tentang:.' R
-+ Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 2300

-~ Tahun 2014 tentang - Pemenntahan ‘Daerah’ (Lembaran -~ -

. Negara " Repubhk Indonesia Tahun 2015 - Nomor 58,
_’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesaa Nomor SR
L UBBTO) L EE | R SRR
:-_"-_5.;_Peraturan Pemenntah Nomor 60;;’I‘ahun 2008 tentang'}’ S

_© . Sistem - Pengendalian : Intern > Pemerintah - (Lembaran_.‘-';_'."-

-~ .Negara ‘Republik Indonesia" Tahun 2008 Nomor 127, 0
SRR ’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor--"

.6;,_Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan3 SRR

. Pembangunan:: Nomor - Per—1326/ KILB/2009" - tentang . T

Dompu

. Dompu. ‘Nomor 0108);

MEMUTUSKAN

';PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN :
~RESIKO PADA . PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN B
B -PEMERINTAH _KABUPATEN DOMPU

'BABI |
KETEN’I‘UAN UMUM

. Pasal '1'

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dlmaksu d dengan 5y

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu -

. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendahan' e e
: .'_;f:-Intern Pemerintah; ' : e

- 7. Peraturan ' Kepala Badan Pengawasan Keuangan ‘dan o

. Pembangunan: :Nomor - Per-688/K/D4/2012 - tentang * .

. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko ch L1ngkungan-.- e S

R Instansi Pernermtah i'.‘ s S

8. Peraturan ‘Daerah Kabupaten o

.= Tahun - 2011 stentang Urusan: Pemenntah Kabupaten RN R

- “"Dompu’ (Lernbaran Daerah . Kabupaten Dornpu ‘Tahun = 0
2008 Nomor 01, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten: TP

Nomor 23 '

“z‘. - ':- 1 L

w Sae

2 " Pemerintah . .Daerah . adalah” Bupatx sebaga1 unsur' e

‘penyelenggara Pcmenntahan Daerah yang: memimpin-
- pelaksanaan . urusan pemenntahan yang : menJadx o
T L kewenangan Daerah otonom. " " B
7" 3. Bupati adalah Bupati Dornpu : , A
SRR N Perangkat Daerah adalah -unsur ; pembantu Bupatx'-‘- ,
-7 'dan - DPRD%? dalam - penyelenggaraan Urusan -
-Pernenntahan yang menJadl kewenangan Daerah -
: Kabupaten: : ‘Dompu+yang selanjutnya“ o
7-5._;_'dlscbut Insp 'ktorat adalah Perangkat Daerah yang '




|
i
i
s

. 13.

'-___pcrencanaan dan penganggaran yang ben51 rencana

" .resikonya.’;

: - terhadap pencapalan tujuan.
‘10.

" disingkat. “RTP = adalah- uraian’ o
_ _pengendallan yang akan dllakukan oleh Perangkat
...+ Daerah.’ : ARy
11.

Penilaian -Resiko adalah. kcmungkman ;_.kc_]adlan yang

dampaknya _ untuk mcnetapkan evel

Identlﬁka:‘ﬂ Resd{o adalah ...p_os

dapat - terjadlg sehingga - dapat'

Rencana :Tindak Pengendallan

‘ mcnete{pkari apa,
~ ‘dimana, . kapan mengapa,‘ ‘dan ‘ibagaimana sesuatu
berdampak negatlf L

:merupakan aparat pengawasan intern- pemerlntah yang
“bertanggungjawab langsung kepada Bupatl : o
.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. yang selanJutnya S
-disingkat SPIP adalah 51stem pengendallan 1nterr1 yang
_ leselenggarakan secara menyeluruh - g
 Pemerintah Daerah. = .

7. i
: fmengancam pencapalan tujuanf keglatan'z__ dan sasaranis-‘ LT
Perangkat Daerah. * -
. ‘Analisis’ Resﬂ{o adalah proses s pemlalan

'terhadap AR
- resiko’ . yang: - telah tendent1ﬁkas1 dalam | rangka -~
‘mengestlmam kcmungkman munéulnya dan- besaran an
E atau statUS .

selanjutnya '
tentang -kegiatan -

Reviu " adalah penelaahan ulang ‘buktl buktl' suatu
kegiatan untuk memast1kan bahwa kegiatan tersebut. .

Evaluasi adalah rangkaian .’ membandmgkan hasxl' |
_atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, -rencana,

suatu kegiatan dalam mencapa1 tujuan.”

selanjutnya . ' disebut - RKA ! adalah - dokumen

. pendapatan, rencana belanja ‘program .dan keglatan

Perangkat Daerah  serta : rencana pemblayaan ‘sebagai -

Daerah

(2) Peraturan Bupat1 ini bertuluan Eo -
a. mengant151pa51 dan - menangam ' segala _ bentuk

dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 2

Peraturan .B‘:ilz)ati ini - dlmaksudkan sebagal “acuan e
' bagi pejabat/ seluruh pegawal Pemerintah Daerah -7
- untuk melakukan Pemlalan Re51ko pada_,_. setiap

Perangkat Daerah.

" Resiko secara efelktif dan eﬁs1en dan

b me_ngldentlﬁk351 menganalisis, *dan - meﬁgendallkan
- Resiko : serta ‘memantau : _}St;flt_as - pengendalian -

Resﬂ{o

PO

iy T
M haet

' telah dilaksanakan sesuai  dengan’ ketentuan Standar _ ‘. ’
.- . rencana, atau norma yang telah dltetapkan R
12,

‘atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-
- faktor yang mempengaruhi keberhasﬂan atau kegagalan-f

Rencana KCIja dan Anggaran Perangkat Daerah yang



L b.

_ .','PENYE NGGARAAN PENILAIAN RESIKO

!2)'

Baglan Kcsatu 5

b '}_pelaksanaan keglatan pengendahan yang d

@

tu_]uan pada tmgkatan keglatan

- dalam dokumen rencana tindak pengendalian; dan

-“ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian. -

Perangkat Daerah. LdlmElERE

Penyusunan “dokumen - Pemlalan Res1ko sebagalmana Fani S

.. dimaksud : pada ayat (2) huruf a, dllaksanakan SR
: _—_*._'bersamaan :dengan - -proses penyusunan ~dokumen
- RKA yang dimulai dengan terb1tnya surat. edaran darlw.:""f SR
N -Bupatl tentang pedoman penyusunan RKA i L

Pasal 4

“tuyjuan Perangkat Daerah dan

Pasal 5

~a. strategi operas1onal yang kon51stcn, dan
b _strategi .; manajemen tenntegra31 dan
Pemlalan Res1ko ' s -

c pelaporan pelaksanaan keglatan ‘pengendalian’ yang' :

_' (3) :Pemlzuan Resiko sebagalmana dlmaksud ‘pada - ayat__._ '

1), dlutarnakan pada keglatan utama yang memiliki .
peran - besar_ pada - pencapalan sasarn utama,__' -

_"Dalam hal pelaksanaan Pemlalan Resﬂco sebaga1mana
- dimaksud * dalam- -Pasal 3 ayat?i?-'(l), +ker
o '_Daerah ‘menetapkan:

e

B '(1) Tu_]uan Perangkat Daerah sebagalmana d1maksud'.._" SR
- dalam Pasal 4-huruf a, memuat pernyataan dan arahan - .
7 yang: spesmk terukur dapat tercapal reallstls dan' i
el Do terikat waktul - et L : S
(2)-.:'I‘u_]uan Perangkat Daerah sebagalrnana dlmaksud";‘_”'_f ST
" pada ayat (1) Wa_]lb d1komun1kas1kan kepada seluruh PR
opegawai. oo
Untuk mencapal tujuan Perangkat Daerah sebagalmana S
: _'dlmaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah--'- SR
. mcnetapkan ' : St



'-_Penetapan tu_]uan pada nngkatan ..keglatan sebagaunana
. dimaksud - dalam @ pasal- 4' huruf: b,: pahng sed1k1t

memperhaukan ketentuan sebagal benkut

‘a. berdasarkan - pada tUJuan dan rencana g strategls

Perangkat Dacrah; e o =
b. mengandung unsur kriteria pengukuran,

. ~¢. . didukung sumber daya Perangkat Derah yang

eukup; dan -

: penetapannya Fi

(1) 'Pemlalan Res1ko sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 3

- ayat (1), terdiri atas: _
_ a.' identifikasi resﬂ{o da_n
'b. analisis resiko.

'huruf a, pahng sedikit dﬂa.ksanakan dengan

a. menggunakan metodologi yang: sesua1 untuk tu;uan |
Perangkat = Daerah dan: tUJuan pada tlngkatan

_ kegiatan secara komprehen31f

~b..menggunakan mekanisme " yang memadal untuk. B

. . mengenali ‘Resiko- darl faktor ekstcrnal dan faktor
. internal; dan GRS PR : :
~c. menilai faktor lain yang dapat mcmngkatkan Re31ko

-~ (3) ‘Analisis Resiko sebagaimana dimaksud pada -ayat - (1)

- huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari

Resiko yang . telah dudentlflkam terhadap pencapalan -

‘ tu_]uan Perangkat Daerah

Pasal 8

o Kepala Perangkat Dacrah mencrapkan pnnsup kehatl- e _
~ hatian dalam' menentukan tmgkat Remko yang dapat_;_\f et
dlteruna R L S '

d f’mehbatkan éeluruh tmgkat : pejabat .dalam pI‘OSes--:_f::-*' el

. (2) Identifikasi Resiko sebagalmana_dlmaksud pada ayat (1)

o

(1) Resuko yang - telah dudenufikam dan d1anahsls o

sebagalmana > dimaksud - dalarn_ Pasal 7 ayat (2),

dilanjutkan . dengan mcnyusun'
- pengendalian. ' -

(2) Penyusunan rencana tapak'-,, sebagmmana d1maksud
-pada’:ayat (1), untuk memlnlmalkan_ munculnya,

: Resﬂ{o dan dampak yang d1ha311kan

- penyusunan =% RTP, “akan * ‘men hasﬂkan .
. Penilaian Resﬂ{o yang terd1r1 dan
a. daftar tujuan; -

i (1) _'Keglatan 1dent1f1ka31 tu_;uan, Idenhﬁkam :Res1ko, dan _
i ' _dokumen '



e (3) Inspektorat *:melakukan’ Reviu  atas ’tﬁdraft_ dokumcn--:"'

B o Perangkat Daerah

b daftar resﬂzo dan _
€. dokumen RTP. =

B ‘(2) Draft dokumen Penilaian Rcsﬂ(o scbagalmana dlmaksud' S

© "pada ayat (1}, merupakan ! salah satu’ kelengkapan_;-.= s

L ‘atas dokumen RKA yang:
© * .- anggaran Pcmenntah Daerah,

. Penilaian - Resiko scbagalmana dlmaksud“' pada ayat =

L (1), bcrsamaan dengan Reviu atas RKA.

o (4) Hasil - Reviu” dari Inspektorat scbagalmana- dlmaksud'-': o

-~ pada ayat (3), dijadikan bahan L_mtuk mcmperbalkl draft L

; - 'dokumen - Penilaian - Rcs1ko
Perangkat Daerah. '

:_ '(.5)"'-Dokumen Penilaian Rcsllko scbagalmana dlmaksud pada": ER

yang dlsusun  oleh S

ayat (1),  dapat diperbaiki ‘sesuai dengan penges ahan |
~.raneangan Anggaran . Pcndapatan dan Bclan_]a Daerah R

i IIlCnJadl Anggaran Pcndapatan H dan Bclanja Daerah

.. - Baglan Kedua T WIS
Penyerahan Dokumcn Pcmlalan Res1ko SRS

Pasal 11 :

) ""-.:_(1)"_2 Dokumcn Pemlalan Rcs1ko yang;_;,ltclah d1tandatangan1 L

~oleh’ kepala - Perangkat Daerah : dlserahkan kcpada..ﬁ ;_'

" Bupati melalui Inspektorat. -
S (2) Pcnyerahan ‘dokumen - Pen11a1a

e ReSIkO Scbagalmana BRI :

dimaksud ‘pada ayat (1)," dilaksanakan ‘pada - saat -
‘penandatanganan dokumen perjanjian - kinerja - kepala
~ Perangkat Daerah yang dllakukan paling lambat. 1 (satu) et

: f_ bulan setelah  dokumen - pelaksanaan ‘_j anggaran-'
e dlterlma olehr_kepala Perangkat Daerah.: S T

: Baglan Kc'tlga
Pelaksanaan RTP

Pasal 12

._"Dokumcn Pcmlalan Rcs1ko harus scgera d1komun1ka51kan 5
'-_-_"“-_:_.,kcpada setlap pcgawal pada pcrangkat Dacrah el BRI

: Keglatan pcngendahan yang ada dalam dokumcn RTP_'

- menjadi -aeuan | pelaksanaan atas

Pasal 14

L Dokumcn Pcmlamn Re.ﬂko Pcrangkat },Daerah dapat_ e

'f d1pcrba1k1 sesuai dcngan .

“hasil . pcm
“Daerah; :
b has1l Evaluas1 penyelcnggaraan SPIP oleh Inspektorat

_kegla_tan___ utama o

tauan dan Evaluasf:oleh kepala Perangkat e



c. pé'ngawaSan/pemeriksaan= -atas % kegiatéinw""Pera'r'igkat'::-
" Daerah “:yang -dilakUkani '
' berwenang, dan S | : B
d. scbab lainnya-yang sesua1 kctentuan dan kcbutuhan'
Perangkat Daerah R : : g

© "Pedoman penyelenggaraan Pemlalan ""Resﬂ{o" pada
Perangk_at' Daerah sebaga1mana : tcrcantum - dalam -
. Lampiran, : yang:- merupakan baglan '
.-__'darl Peraturan Bupat:l ini.

SRR CBABHIL Loi in s
T KELEMBAGAAN PENILAIAN RESIKO

Pasal 16

-'._*(1) Dalam melaksanakan keglatan‘ Pemlalan Remko -

{2) Sekretaris/kepala - bagian pada

“kepala Perangkat Daerah bertmdak scbagau --*penanggung
- jawab . kegiatan Penilaian Remko S BE .
-?Perangkat Daerah'--. '

leh 1nstan31 yang R

scbagai  koordinator, pelaksanaan ‘keglatan '-;'--Pemlalan”-:','

-~ Resiko. : o
T (3) Setlap ) kepala Perangkat . rmelakukan'

pemantauan ‘dan Reviu untuk - memastikan bahwa
“dokumen. RTP telah  sesuai : rencana dan sepanjang._'
._ dlperlukan dapat dllakukan perbalkan S :

_ BAB IV Erovno o
PELAPORAN DAN EVALUASI

o (1) Perangkat Daerah Wa_]lb membuat laporan pelaksanaan |

RTP. = : _,

© (2) Laporan pelaksanaan RTP sebagaunana dlmaksud padas -
-+~ ayat (1), ditujukan kepada Bupati: melalu1 Inspektorat ' 3
paling’ lambat akhn' bulan : Februarl pada tahun
berlkutnya - A R R

-_'.(1) Pelaksanaan RTP dlevaluam oleh Inspektorat

(2) Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP sebaga1mana dlmaksud. _

pada - ayat (1), dlsampalkan kepada Bupatl dan kepala
.- Perangkat Daerah. :

-7(3) Tata ".cara" ‘Evaluasi pelaksanaan RTP sebagalmana .
' "dimaksud “:pada ayat (1), : menggunakan pedoman

Evaluasi penyelenggaraan: SPIP yang dltetapkan me1a1u1 )

' Keputusan Inspektur ‘




Dmndangkan di Dornpu S

pada tanggal

- KABU f{FEN Be MPU .

" BE TA

.Peraturan Bupah Cini rnulau -;berlaku ‘Apada :

Agar  setiap ;
. pengundangan .
'penempatannya ~dalam Benta Daerah Kabupaten Dornpu

Segala“"bi:ély'a yang timbul Faiiibat 'dltétai)léan Peraturan

Bupati ini- dibebankan pada* Anggaran Pendapatan dan‘
BelanJa Daerah Kabupaten Domp :

BAB VI :
KETENTUAN PEN

| Pasal 20

tanggal :
diundan gkan w8

orang men"etahumya,__ memermtahkan
.peraturan: - Bupati - ini; dcngan

Dltetapkan di Dornpu
pada tan

DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR 24




PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH

PENDAHULUAN

A Latar Belakang : R N
‘Peraturan Pemermtah 'Nomor 60 Tahun-: 2008 tentang Slstem: SRt
Pengendahan Intern Pemermtah khususnya ‘bagian - ketlga--_ DT
“Pasal .13 ayat (1) yaitu Pimpinan- Instansr‘:.Pemermtah wa_]lb'
- melakukan pemlalan Resiko; dan & e

1

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

Dalam - rangka i penmgkatan kualltas

untuk ‘menyusun .

PEDOMAN- -PENILAIAN RESIKO .,_':%;-.‘PADA'
PERANGKAT * DAERAH | DI _LINGKUNGAN .

| penerapan SPIP o o
L thlperlukan Pedomank Penilaian Resiko* yang ‘dapat; dlgunakan'g! L
‘Dokumen Pemlauan i Resiko : scbagai

"_'-_pengendallan atas” "Keglatan Utama - pada seluruh Perangkat--_..,_
Daerah di lmgkungan Pemerintahan Kabupaten Dompu." o

B Tu_;uan penyusunarn - pedoman ini- d1maksudkan sebagai - acuan .
_ " bagi * pengembangan:: kebuakan perencanaan struktur, | sistem’”
" dan prosedur yang terkalt dengan . penierapan Pemlalan Resﬂco SR

:""_dlscluruh lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dompu L
-C. Tujuan dan manfaat penerapan penilaian resiko : ;

.- : 1'

Lok D Pr1n31p prms1p Penerapan Pemlalan Re51ko

. Manfaat penerapan PemIalan Remko

ketldakpatuhan terhadap berbagal_ peraturan_‘é
_-_undangan Demlkla '

_Penerapan Penilaian: Resiko di " llngkungan Pemenntahan;-____ o
: Kabupaten Dompu bertu_]uan untuk: - irS I
‘a. mengantisipasi dan menangam segal bentuk res1ko secara_f'f -

-efektif dan cfisum,
* serta memantau kmer_]a pemlalan res1ko ‘dan .o

- perencanaan pelaksanaan dan evaluam kmerja d1 perangkat
- daerah. S s DERr o

-a. Menghmdarkan ‘:Ater_]admya hal hai

ang tldak dlharapkan
- dalam bentuk :

1) keluhan - maupun keberatan dan; para . pemangku"”f._ SR
- kepentingan . :: (stakeholder) - terutama masyarakat

. Kabupaten: Dompu atas Keglatan Perangkat Daerah

2) timbulnya penyimpangan . yang : dapat - dlpermasalahkan': 5
B oleh Inst1tus1 penegak hukum Instan51 pemenksa APIP ;- R

atau LSM

b Memngkatkan mutu/ kualltas kmer]a Perangkat Daerah dan s
c ‘Meningkatkan eils,lenm dan-efektivitas ™’ penggunaan sumber. _

8 . daya:Perangkat - Daerah bag1 pencapauan sasaran/tujuan o

': Perangkat Daerah . : ,

b. mengldentlﬁka51 mengukur dan mengendahkan resﬂco:.

C. mengmtcgramkan - proses penﬂa1an res1k0‘ ke dalam"’ '

. Patuh terhadap peraturan perundang—undangan Remko Rcs1ko
utama ‘yang harus mendapat perhatJan adalah - Resiko

-+ pula- ' langkah-langkah = pengendallan

perundang— . ..



| II_I PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RESIKO

. Re31ko _juga - haru ;;memperhaukan kepatuhan terhadap
el -',__peraturan perundang-undangan L .
2. Bcrorientasi Jangka Panjang;: Pengendahan Re31ko tldak hanya

untuk - mengata31 :Resiko-Resiko " jangka - pendek--‘ tetapi juga’ S

harus mempert1mbangkan~ kemungkman
. Secara‘]angka pan]ang. ES ~ GreEdoae e
3 Benmbang s : S S : S
‘a. keputusan yang; d1arnb11 i_dalarn : penerapan }_. pen1la1an
o resiko’ harus memperhatlkan kepentmgan pemangku
ke kepentlngan (stakeholder) . secara benmbang dan - tidak -
. rnendahulukan pemangku kepentmgan (stakeholder) tertentu
“dan .
b, dalam - proses pemlalan o resﬂ(o dan langkah langkah
"pengendahannya :harus rnernperhatlkan “bahwa . - biaya’ '
. pengendalian .. resiko  tidak bole
_konsekuens1 res1ko 1tu send1r1

~dan'.dampaknya

Il STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RESIKO

¥

A. Strategi Penerapan Pemlalan Resiko oo o ovim v S
-+ Berdasarkan karakteristik, tugas, fungs1 Re31ko yang d1hadap1 serta’
kondisi lingkungan pengendahan yang- dihadapi setiap Perangkat
'Daerah ‘di - lingkungan ; Pemerintahan - Kabupaten Dompu maka
strategi penerapan Penilaian Resiko meliputi: 5. REAR -
- 1. melakukan penilaian” ‘resiko dan - pengendahan resﬂ(o atas
 kegiatan utama - pada perangkat ‘daerah - yang mernpunyal
'-dampak negatif. yang signifikan terhadap pencapman tujuan -

" dan sasaran ‘perangkat daerah yang ‘telah . ditetapkan dalam

... dokumen renstra" =
.~ .. daerah; :
2. kepastlan bahwa scluruh re31ko telah tendentlﬁkasu dan
' terdapat keglatan pengendahan yang terencana dan -terukur
. “untuk menjaga ter_]admya resiko dan dampak yang d1t1mbu1kan
e 3u menylapkan sarana > dan prasarana ; yang - mehputl -sumber -
. daya manusia dan mfrastruktur untuk pengendahan resﬂ(o, _

4, Jmengmtegrasﬂ:an - penilaian- re31ko dalam perencanaan _
“pelaksanaan, pertanggung]awaban prograrn dan keg1atan
_untuk mencapal tujuan serta.sasaran. yang telah dltetapkan, Ny
dan- TR - : .

- 5."Smelakukan pemantauan secara terus mcnerus untuk perbalkan
. pada ‘saat. ‘pelaksanaan, pertanggung}awaban~-:-:'-I tau untuk
.bahan perencanaan berlkutnya. ok o
B. Kebljakan Skala Resiko: " = . ° e : v o

‘1. tingkat resiko = ditentukan berdhsarkan tlngkat konsekuens1
atau dampak resiko dan kemungkinan ter]adlnya resiko; dan - .-

2. tingkat  konsekuensi‘’ dan tingkat - kemungkman terjadmya
- resﬂ(o menggunakan 5 tmgkatan {levelj R :

dan per]anjlan kmerja kepala perangkat

- Tahapan' .proses - Penyusunan Dokumen Penilaian - Re31ko terdm
dari 5 tahapan, dimulaidari Penyusunan Daftar. Tujuan .sampai
- penyerahan Dokumen Penllalan Resiko  kepada ‘Bupati: pada - saat
penandatangan Per_]anjlan Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yaitu: -

1. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan atas Keglatan Utama Perangkat
Daerah R S . :

"leblh besar 7 dan



Iy Keglatan pada tahapan ini akan menghaSﬂkan Daftar Tujuan.."f - B
) Keglatan Utama Perangkat Daerah sebagalmana Format 1 Tahapan

" ini terdiri dari kegiatan: *
1. “Mengidentifikasi Sasaran Strategls Perangkat Daerah

- Sasaran Startegis ' Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat."

- i__:'dalam dokumen dokumen benkut ini:

: - -a,’Sasaran-sasaran - ‘Zyang dlt‘?tapkan dalam '_ dokumen. o
-~ Rencana . Pembangunan = Jangka - Menengah Daerah

'(RPIJMD) Pemerintah Kabupaten Dompu;: . .
Tugas dan fungsi:Perangkat Daerah yang d1tetapkan oleh
- Peraturan Kabupaten Dompu;
‘Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
."Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
.- Renja Perangkat Daerah; g 3
. - Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan
- g. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
- 2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah
Kegiatan Utama - Perangkat Daerah: pada dasarnya dapat
_diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini::
. a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); -
b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
. c.. Renja Perangkat Daerah; - -
# .. d..Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan
- .e. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

o0

" 3. ‘Menyusun Daftar Tujuan atas chlatanmUtama Pcrangkat Daerah.;_'--_..f":f*} i o
. Langkah " 'kerja Penyusunan . Tujuan: Keglatan Utama pada "'

" Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: - _ :
a. Kepala Perangkat = Daerah sebagal pcnanggung : Jawab
. pencrapan Penilaian Resiko —menginstruksikan  secara
. tertulis kepada: seluruh pe_]abat sstruktural” di: bawahnya

: “untuk menyusun. Daftar Tujuan atas: Kegiatan d1 masmg- e

" masing’ unit {bidang/bagian di Perangkat Daerah)

b _.Keglatan penyusunan Daftar” Tu_]uan atas’ Keglatan Utama‘iz_“' 4.

di . masing-masing: unit dilakukan" dcngan - melibatkan. -~
" sebanyak mungkin ' personil di masmg-masmg umt yang

"' memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah;

c Mekanisme penyusunan Daftar TUJuan atas chlatang
- Utama di masing-masing unit dlutamakan melalul Focus-"-

o Group Discusion (FGD};

d Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama - yang dlhasﬂkan d1_

.. - masing-masing ‘unit ditandatangani ‘oleh " masing-masing "

"'”*"__-Pc_]abat eselon 3 untuk dlkumpulkan d1 Sekretarls/Kepala:__ :

- Bagian’ Perangkat ‘Daerah;

o ﬂé.’ ‘Dokumen Daftar Tujuan atas Keglatan Utama yang dlhasﬂkan'___ - 7
e _d1 masmg-masmg ‘unit kemudian ‘ dibahas :di: tmgkat By

o pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbalkan,

f."Dokumen Daftar ,Tujuan atas. Keglatan Utama yang sudah :
- diperbaiki dltandatangam oleh masmg—masmg pejabat eselon

-3 dan kepala Perangkat Daerah; dan -

_g. Dokumen Daftar  Tujuan’ (bersama dcngan Daftar Resiko -
" “"dan.Dokumen" RTP) ‘merupakan salah” kelengkapan atas . .
".Dokumen_ RKA-Perangkat Daerah yang d1serahkan kepada‘

" TAPD.

2 Tahapan Penyusunan Daftar Resﬂ{o '7 atas : Keg1atan Utama '_

Perangkat Daerah.




3-_ch1atan pada tahapan ini- akan mcnghasﬂkan Daftar Res1ko atas
_.'chlatan Utama. Pcrangkat Dacrah scbagannana Format 2 Tahapan : L
‘inj terdiri dari kegiatan: .
- 1. :Mengidentifikasi Rcsﬂ{o yang d1hadap1 daIarn chlatan Utama
oot U Perangkat Daerah. -
S oo Hldentifikasi Resﬂ{o adalah proscs menetapkan apa dlmana
T .. kapan,.mcngapa, ~dan bagaimana' scsuatu dapat - tcr_;adl
. schingga dapat bcrdampak ncgatlf terhadap ‘pencapaian .

- ‘tujuan/sasaran - Pcrangkat -Daerah - atau: tu_]uan/ sasaran .

- - Kegiatan: Salah satu’ “aspek pcntmg dalam : 1dcnt1ﬁkasx Rcsxko
- ‘adalah 'mcmperoleh data Resiko scbanyak banyaknya ‘

R Data Resiko dapat dlpcrolch melalm ' '

a.-Dokumen has11 pcmcnksaan olch BPK dalam bcberapa

=% tahun terakhir; Fnaia

2" b.. Dokumen hasﬂ pcngawasan oleh 3 BPKP dalam beberapa
" - tahun terakhir; " : :
"¢, Dokumen hasﬂ

_ _;pcngawasan olch Inspcktorat Prov1n31 .
o NTB/ Kabupatcn Dompu dalam beberapa tahun tcrakh1r S
oot o d. Penanganan kasus oleh instansi pcnegak hukum o
. <7 e Laporan masyarakat (LSM); dan’ oy
Con e iin o Informasi dard pegawai di SKPD yang bcrsangkutan
o .Langkah kerja 1dent1ﬁkasx Resiko : E
-+ -Kepala ' Perangkat . ~Daerah . sebagal' 5 penanggung _]awab
= -\fpcncrapan Penilaian “Resiko mcnﬂmstrukmkan ‘secara tertulis
B B kepada . “seluruh™ pcjabat struktural di bawahnya untuk
ool 7 menyusun Daftar Rcsxko atas Kegiatan di mas1ng-rnas1ng unit:
oo au Kegiatan pcnyusunan Daftar Resxko atas- Keglatan d1 i
" masingmasing ' unit d1lakukan dcngan mchbatkan f L
" sebanyak mungkln personil- di masing- masmg unit yang :
.+ memahami Kegiatan Utama Pcrangkat Daerah; __ : s
©“ .. b.Mekanisme . penyusunan Daftar . Resiko atas . Keglatan il
.. masingmasing - unlt d1utamakan mcIalLu Focus Group
. Discusion (FGD) ' '
S .+ 7 c. Daftar- Resiko atas ch1atan Utama yang dlhasﬂkan di -
©.... . ..+ -masingmasing unit ditandatangani @ oleh masing-masing"

. ‘oo Pejabat eselon 3 . untuk dxkumpulkan d1 Sekrctans /chaIa , :

- Bagian pada Perangkat Daerah; - SR Y

>

d Dokumen - Daftar - Resiko ‘atas chlatan , Utama - Yang 3

P T 'dlhasﬂkan di masing- masing unit - kcmudlan “dibahas” di-

Sl tingkat p1mp1nan Pcrangkat Dacrah untuk dllakukan
7 perbaikan; .

- e. Dokumen Daﬁar Rcsﬂ{o atas chlatan Utama yang sudah

. diperbaiki - ditandatangani oleh ~masing- rnasmg pc_]abat

© . eselon 3 dan kepala Perangkat Dacrah dan : SR

f.';_'Dokurncn Daftar = Resiko -(bcrsama . dcngan Daftar Tujuan

R Dokumcn RKA-PD yang dlscrahkan kepada TAPD. :
3 Tahapan Pcnyusunan Dokumcn chcana deak Pcngcndahan
~(RTP). S

1.’(I‘ahap pcnyusunan Dokumcn RTP adalah tahap mcnuangkan
"ﬂ_"rcncana tindak . dalam “suatu dokumcn ‘yang - mcmperhhatkan

... prioritas pcnanganan Rc31ko yang . dlhasﬂkan dan tahapan
---." sebeiumnya. Tahapan ini terdiri dari kchatan AT
' .'1) Menganahs1s Rcs1ko yang tcndcnhﬁkam =

_dan Dokumen RTP) merupakan . salah: kclcngkapan atas - ERREEE,



_ ‘___f'Remko yang dlhasﬂkan dan tahapan : 1dent1fika51”
_ _‘__&_-j-_selan_]utnya dilakukan analisis * Resﬂ(o “““ “ Analisis - ‘Resiko - untuk
- “mengetahui.level/ tmgkat Resiko yang: dlhasxlkan dari besaran.

Remko R

"::"---kemungkman ‘terjadinya Resiko “dan - dampak’ yang: dihasilkan =

dari terjadmya Resiko. tersebut. ‘Analisis | :Resiko - menggunakan _
-_formuhr -~ Analisis . .Resiko - sebagalmana -Format 3. Matriks -

o Tingkat. Kemungkinan = terjadinya. . Resiko = -dapat : dlhhat pada -

. .Format 4. Sedangkan'Matriks ngkat Dampak yang dihasilkan .

. “dari - terjadinya Resiko dapat - d111hat pada‘ Format: 5. Analisis -

. Resiko pentlng untuk mengetahul level/ tmgkat Resﬂ{o dan

- prioritas penanganan Resiko oleh Perangkat Daerah. . !
- 2) Menyusun tindakan pengendalian yang seharusnya ada e

- Setelah memiliki data level/tingkat Resiko, tahapan selanjutnya

" adalah mendokumentasikan seluruh Kegiatan Pengendalian yang

B ~dibutuhkan untuk pengendalian atas Resiko yang teridentifikasi, j_' ;;_'. ) -

. baik tindakan yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan.
. Kegiatan . Pengendahan yang dibutuhkan termasuk Keglatan
- Pengendalian yang sudah ada/ d1lakukan maupun yang belum
oot e - dilakukan oleh Perangkat Daerah.: il L
B . oo 3) Mengenali Pengendahan yang Ada/Terpasang 5 .
T R -Tahapan - ini bertujuan mendokumenta51kan ‘apa’ yang telah

 {' “dibuat - (ada/terpasang) oleh Perangkat Daerah_ dalam

S mengendahkan Resiko.yang teridentifikasi. .

4) Mcngevaluas1 Pengendahan yang Ada / Terpasang

. “Tahapan - : selan_]utnya -~ adalah * mengevalua51 f apakah

._';-j_'_pengendahan -yang -: telah - dlbuat - (ada/ terpasang] untuk

. mengelola Resiko tertentu sudah cukup dan efektif. _' '
“Ada . kemungkinan: ::bahwa - ~pengendalian yang sudah

»‘_‘d1rancang dengan ‘baik namun : tidak - dapat berjalan/bekerja .
- efektif- sebagalmana ‘tujuan yang- <diinginkan.' Evaluasi- atas™ -~

~cfektifitas - .pengendalian - perlu . dilakukan’: untuk- menentukan

'.-'_i__-'apakah ket1dakefekt1fan tersebut. dlsebabkan ketldakcocokan '_

~“atau ketldakcukupan rancangannya atau permasalahan pada -
- saat pelaksanannya
-~ Dalam . tahapan 1n1 akan ada 4 kemungkman celah yang

. _,__tendentlfikam - lHE - : R

% a.-Pengendalian sudah ada - namun tldak sesual dengans
. woo .o peraturan di atasnya; e A, G4
i .o © ..+ ‘b. Pengendalian- sudah ada - namun belum memiliki/
U000 - idijabarkan kedalam prosedur baku;i. o L :
- -c.- Pengendalian belum ada sama sekah rnaka perlu dlbuat/
-~ ‘disusun Pengendahan terkait; dan - °

d Pengendalian = sudah ada,  telah “n‘xemlhkllduabarkan ke

. :io0 dalam prosedur baku, namun belum dllaksanakan
So09) Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendahan R
"-Iangkah selanjutnya setelah celah pengendahan yang ada
. dapat .- diidentifikasi.: ~adalah " meng1dent1ﬁkas1 ‘kegiatan -

e pengendahan yang cocok dalam rangka perbalkan pengendahan _' T

.. Tahapan ini harus mempertlmbangkan cost ~and - benefit dan
- ..-“tidak - menimbulkan . proses ‘kegiatan - ‘tambahan - yang -
" 'mcmbecratkan . (pengendahan harus- melekat “di' dalam " proses
... bisnis). Formulir yang dlgunakan untuk keglatan pada angka
% .2 'sd 5 adapadd Format 6. .ot ;
i 6) Penyusunan Dokum Rencana deakP ngendahan (RTP)




'w,il-SeteIah rencana perba_tkan atas’ keglatan pengendahan Resﬂ(o'_
-dapat’. teridentifikasi: tahap benkutnya adaIah penyusunan-"

~ Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP). -
o .-Langkah kerja - Penyusunan. Dokumen Rencana Tlndak 3
Pt SIEUSE _-_fPengendallan (RTP): .7 L s
P AR MRS O AR -0 _-Kepala Perangka * Daerah - sebagal_ ""penanggung Jawab- S
o s 7 .penerapan . Penilaian  Resiko . ~menginstruksikan ' secara“
' tertulis’ kepada seluruh pcjabat -struktural - di bawahnya
untuk menyusun RTP. atas Keglatan Utama d1 masmg-
- ' masing umt : SR : : g
b Keglatan penyusunan R’I‘P atas _
. . masingmasing ~ unit  dilakukan: dengan - melibatkan
sebanyak ' mungkin personil di masmg masmg unit. yang
FRCRT S - memahami Kegiatan Utama Perangkat Dacrah, . Resiko atas |
U e __,"keglatan Utama dan cara penanganan Resiko; -~ i oo
S Mckanisme penyusunan ‘RTP.- atas Keglatan di masmg-_';--”
. masing unit" dlutamakan melalu1 Focus Group Dlscusxon

_ (FGD); X b -
S oo d. Dokumen - RTP yang dihasilkan d1 masmg—masmg “unit
. e dltandatangam -oleh masing-masing . Pejabat - esclon 3

- untuk dikumpulkan di Sekretaris Perangkat Daerah; o
“c. Dokumen “RTP yang dihasilkan .di: masmg—masmg urut-,"
kemudian dibahas di - tingkat. plmplnan Perangkat Daerah
. untuk dilakukan perbaikan; . - :
.%o f Dokumen: hasﬂ ‘analisis Resiko. atas Keglatan yang sudah‘
EOE EE R d1perba1k1 selanjutnya d1tandatangan1 oleh - masmg-masmg

L - pejabat eselon 3 dan kepala SKPD; dan’ ,
g. Dokumen RTP (bersama dengan Daftar Tujuan ‘dan’ Daftar
" Resiko} merupakan . salah kelengkapan . atas Dokumen'
- RKA- -Perangkat Daerah yang diserahkan kepada 'I‘APD T
_ ~ Formulir RTP dapat dilihat pada Format 7. o
4 ’I‘ahapan Reviu Dokumen Penilaian Resiko oleh Inspektorat :
1. Dokumen Penilaian Resiko yang terdiri dari Daftar Tujuan,
RN . Daftar Resiko ~dan Dokumen RTP merupakan kelengkapan
o - oo daric dokumen. RKA-Perangkat Daerah - yang: dlserahkan OIeh
. Kepala - Perangkat Daerah kepada TAPD; > i
-+ ... 27 Inspektorat,  bersamaan dengan keglatan Revm atas RKA-
Perangkat Daerah _]uga meIakukan rev1u atas Dokumen Pen11a1an &
- “Resiko; L R
. 3. Hasil" rev1u dar1 Inspektorat dljadlkan ' dasar." - sebagalr
F ._ffperba1kan atas Dokumen Penilaian Resiko; © « . .. e
4. Draft ' Dokumen Penilaian" Resiko dapat d1perba1k1 se'suai_ o
_ -dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.,
-+ 5. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian RCSlkO kepada Bupatl B .
2+ 1. Setelah pengesahan "APBD, seluruh’ Kepala Perangkat Daerah.-_'_

-
e

'-'dlserahkan kepada Bupatl TR

2.  Dokumen  Penilajan ‘Resiko yang d1tandatangan1 oIeh KepaIa
~_Perangkat - “Daerah d1serahkan kepada Bupatl ! melalui_ -
.+ Inspektorat; dan o ‘
‘3. Penyerahan Dokumen’ Pen1Ia1an Resako d1Iaksanakan pada '
. saat penandatanganan d,okumen ‘perjanjian kmer_]a kepaIa'
Perangkat - Daerah  yang - dilakukan ~paling lambat 1 (satu) -

“bulan setelah dokumen peIaksanaan (DPA) dltenma oleh kepala
Perangkat Daerah e . SR S o

‘_Keglatanf Utama di

"~ harus memfinalkan - Dokumen Pemlalan Resako yang akan"“_:._f



o, -Keglatan Pengendalian~yang ada :dalam: Dokumen :RTP menjadl o
:" - acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah. < -
-3, Perangkat Daerah wajib membuat- Laporan Pelaksanaan RTP . °
Y yang dltUJukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat
-/~ akhir bulan Februari tahun berlkutnya Pelaporan menggunakan
PR Forrnat 8 dan Lamp1ran9 ' £ A o

V.

.‘_PELAKSANAAN RTP -
- 1.” Dokumen Penllalan

kepada sebanyak mungkm pegawai pada Perangkat Daerah.

PEMANTAUAN/ REVIU ATAS PELAKSANAAN RTP e
. - Setiap Kepala Perangkat Daerah harus- melakukan pemantauan dan
.+ reviu untuk - memastlkan ‘bahwa dokumen -RTP. telah - dilaksanakan : R
- sesuai rencana . dan —sepanjang dlperlukan " dapat dilakukan.

_ perbalkan atas Dokumen RTP : - = e

EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RTP

Evaluam atas pelaksanaan RTP dnakukan oleh Inspektorat R
R Kabupaten Dompu . dengan menggunakan - pedoman evaluas1 yang L
dltetapkan oleh Inspektur Kabupaten Dompu R T

i

i

i
o i
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,_-'-Resﬂ«:o harus segera dlkornumkasxkan‘
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